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LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa l 2020

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung:

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada
pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi
amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam
Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020,

. dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
‘ Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target

setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan

‘, diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya
berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan
strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang
(performance improvement).

" Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala
neukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi

cuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :
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LXIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2020

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan

Capaian Tahun Lalu (Sasaran 1)

I ‘Persentase  Persen 1901 | 30 10,99
- Lembaga | ?

l Usaha :
t

|

|

Ekonomi Desa | | | |

~dalam { !

1Pembangunan “

A | |
Berdasarkan tabel diatas Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam
Pembangunan dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Capaian
Kinerja 30% pada tahun 2020 dari sebelumnya 19,01% pada renja tahun

2019,

E Capaian indikator Sasaran 1 Persentase Lembaga Usaha Ekonomi

~ Desa dalam Pembangunan didukung oleh 3 (Tiga) program kegiatan yakni:

'A. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan

kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Promosi TTG.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan kegiatan

sebagai berikut:

1. Pendampingan pembentukan BUMDESA.

). Peningkatan Sumber Daya Pengelola Bumdes

Capaian Indikator Sasaran 1 Persentase Lembaga Usaha
Desa dalam Pembangunan diperoleh dari perhitungan jumlah
embaga usaha ekonomi desa yang tumbuh tahun berjalan
ebanyak 39 Desa dibagi dengan jumlah lembaga usaha
dibentuk yakni 130 lembaga wusaha ekonomi.

ut disebabkan sehubungan dengan baru di
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PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
J1. Jenderal Sudirman No. 65 Telepon (0511) 4799337 MARABAHAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 012 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah
merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung
jawaban kinerja  suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam
penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) tersebut dapat menggambarkan secara
akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar
penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam
peraturan perundang—undangan, maka perlu dibentuk Tim
Penyusunan Laporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Barito Kuala ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  diatas,
dipandang perlu menunjuk  dan mengangkat ~ Tim
Penyusunan Laporan Akuntabilitas ~ Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Barito Kuala, yang terdiri dari pembina,
ketua tim, sekretaris dan anggota ;

d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat
keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim
Penyusunan Laporan Akuntabilitas ~ Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Barito Kuala ;
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